
  
 

 
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
NOMOR 31 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 

2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 

 
Menimbang 

 
 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan 

Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan 

Keuangan melaksanakan penatausahaan 
keuangan Desa dan berfungsi sebagai 

pelaksana kebendaharaan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 
15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu 

dilakukan penyesuaian; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 
15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 

 



 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa; 

 



 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018Nomor611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 
15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2017 Nomor 15). 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 

TAHUN 2017 TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PEMERINTAH DESA 

 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 158) diubah sebagai 
berikut: 

 
 

1. Ketentuan Pasal 6diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 

(1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu dengan staf. 

(2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 
Pembakal setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat. 

(3) Penambahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan Desa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas staf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pembakal. 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. 

 

Ditetapkan di Barabai 

pada tanggal 4 Juli 2019 

 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 

TTD 

 

A. CHAIRANSYAH 

 
Diundangkan di Barabai 

pada tanggal : 4 Juli 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 
 

TTD 
 
 

     AKHMAD TAMZIL 
 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 32 


